BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AKHLAKUL KARIMAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan
Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah,
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2017;

bahwa penyertaan modal daerah kepada Perseroan

Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum
sepenuhnya teralokasikan karena jangka waktu yang
telah habis;

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal
Daerah Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan
Mikro Akhlakul Karimah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 . tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang - Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4375)

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

Undang-UndangNomor40Tahun2007tentang Perseroan
Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun2007Nomor106, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4756);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5394);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di
Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas
(Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2013 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 145);



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun

2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger
Menjadi Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun

2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan
Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor
L1);

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menetapkan :

dan

BUPATI CIANJUR
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AKHLAKUL
KARIMAH.

Pasal |

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah NomorllTahun
2017tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan
Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah
(Lembaran Daerah Kabupaten CianjurTahun 2017 Nomor 11),
diubah sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sesuai
kemampuan keuangan daerah dan rencana bisnis
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul
Karimah yang menurut hasil audit memadai berdasarkan
hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan dan/atau
akuntan publik.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
padaayat (1), telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah).



(3) Dengan dilaksanakannya penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa
pemenuhan modal dasar adalah sebesar
Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

(4) Untuk memenuhi sisa modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran tahun anggaran 2021 sebesar
RpS5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI CIANJUR,

“ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
ggal 23 September 2021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 30

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (15/157/2021)



